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CINTYA RIZKY A. 166100300111011. Analisis Perkembangan Terkini 
Regulasi Sistem Jaminan Halal Pada Industri Pangan Di Indonesia 
Pembimbing : 1. Dr. Sucipto, STP., MP 
    2. Ir. Maimunah Hindun Pulungan, MS                                                                                                                                                     
RINGKASAN 
Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka seperti dijelaskan 
dalam Al Quran dan As Sunah, adalah suatu kewajiban bagi masyarakat Muslim 
mengonsumsi produk halal, meliputi makanan, obat-obatan, kosmetik dan barang 
konsumtif lainnya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal diterbitkan dengan tujuan memberikan keamanan, kenyamanan, 
keselamatan dan ketersediaan produk halal bagi konsumen Muslim. Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa 
setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ditunjuk untuk mengambil alih 
wewenang LPPOM MUI sebagai pelaksana sertifikasi halal, dibawah tanggung 
jawab Kementerian Agama. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2019 
mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal. Beberapa ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Jaminan Produk Halal diubah dan diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pelaksanaannya diatur dalam 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Jaminan Produk Halal. 
Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2020 hingga Juli 
2021. Pelaksanaan penelitian dilakukan secara daring menggunakan metode 
kajian literatur. Alat dan bahan yang digunakan adalah artikel jurnal yang diperoleh 
dari database elektronik Garuda dan ProQuest dengan kata pencarian sertifikasi 
halal, sistem jaminan halal, jaminan produk halal dan usaha mikro dan kecil yang 
didukung dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.  
Hasil pencarian pada database elektronik didapatkan sebanyak 12 artikel 
jurnal. Hasil artikel jurnal dikaji dan mendapatkan hasil yang pertama adalah 
pengetahuan pentingnya sertifikasi halal berdampak positif terhadap kinerja 
perusahaan. Kedua, kendala penerapan sertifikasi halal dipengaruhi oleh 
kurangnya sosialisasi, pengetahuan dan peran masyarakat. Dan ketiga adalah 
belum adanya sanksi hukum bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi 
halal. Penyelenggara jaminan produk halal mengalami perubahan dari LPPOM 
MUI kepada BPJPH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Jaminan Produk Halal. Pelaksanaan sertifikasi halal pelaku usaha mikro 
dan kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dimana merupakan aturan 
turunan dari Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
yang berisi perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal.  
Kata kunci: jaminan produk halal, sertifikasi halal, sistem jaminan halal, usaha 





CINTYA RIZKY A. 166100300111011. Analysis pf Recent Development of 
Halal Assurance System Regulation in the Food Industry in Indonesia 
Pembimbing : 1. Dr. Sucipto, STP., MP 
    2. Ir. Maimunah Hindun Pulungan, MS                                                                                                                                                     
 
SUMMARY 
Indonesia's population is predominantly Muslim, as described in the Quran 
and As Sunnah, it is an obligation for the Muslim community to consume halal 
products, including food, medicine, cosmetics and other consumer goods. Law 
Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products was issued with the 
aim of providing security, comfort, safety, and the availability of halal products for 
Muslim consumers. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee 
stipulates that every product circulating in Indonesia must have a halal certificate. 
The Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) was appointed to take over the 
authority of LPPOM MUI as the implementer of halal certification, under the 
responsibility of the Ministry of Religion. RI Government Regulation Number 31 of 
2019 regulates the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal 
Product Guarantee. Several provisions of Law Number 33 of 2014 concerning 
Halal Product Guarantee are amended and regulated in Article 48 of Law Number 
11 of 2020 concerning Job Creation. Its implementation is regulated in Indonesian 
Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the 
Halal Product Assurance Sector. 
Research activities were carried out from December 2020 to July 2021. The 
research was carried out boldly using the literature review method. The tools and 
materials used are journal articles obtained from the electronic database of Garuda 
and ProQuest with the search for halal certification, halal assurance system, halal 
product guarantee and micro and small businesses supported by laws and 
government regulations. 
The search results on the electronic database obtained as many as 12 
journal articles. The results of the journal articles were reviewed and the first result 
was the importance of the importance of halal certification having a positive impact 
on company performance. Second, the obstacles to the implementation of halal 
implementation are influenced by the lack of socialization, knowledge and 
community roles. And third, there are no legal sanctions for business actors who 
do not apply for halal certification. The halal product guarantee provider has 
changed from LPPOM MUI to BPJPH in accordance with Law Number 33 of 2014 
concerning Halal Product Guarantee. The implementation of halal certification for 
micro and small business actors is regulated in Government Regulation Number 
39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Sector, 
which is a derivative rule of Article 48 of Law Number 11 of 2020 concerning Job 
Creation which contains changes to the provisions of Law Number 33 of 2014 
concerning Halal Product Guarantee. 
Keywords: halal product assurance, halal certification, halal assurance system, 
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BAB I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama 
Islam, sebesar 87,18% dari total populasi (IBTimes.ID, 2020). Secara syariat, 
mengonsumsi produk halal bagi umat Islam merupakan kewajiban (Farhan, 2018), 
karena bernilai ibadah, tidak hanya menjadi hubungan antar sesama manusia 
namun juga menyangkut hubungan dengan Tuhan (Nasyi’ah, 2018). Al Quran 
sebagai sumber hukum utama dan pedoman umat Muslim telah menjelaskan, 
“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan 
kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (QS. 
Al-Maidah: 88). Selain itu, di dalam QS. Al-Baqarah: 168 Allah berfirman, “Hai 
sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi 
dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya 
syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. Makanan halal yang dimaksud ialah 
yang memenuhi 2 (dua) syarat yakni halal yang artinya diperbolehkan, tidak 
dilarang oleh hukum syara’ dan thayyib (baik) yang artinya bergizi dan bermanfaat 
bagi kesehatan. Makanan halal bukan diperoleh dari pencurian atau korupsi serta 
jenis bahan yang terkandung di dalam makanan sesuai dengan syariat Islam 
(Ratanamaneichat dan Sakchai, 2013). Mengonsumsi produk halal dan 
menghindari produk haram merupakan bagian dari ibadah umat Muslim, karena 
menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut (Karimah, 2015).  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
menjelaskan secara umum bahwa pangan harus tersedia secara cukup, aman, 
bermutu, bergizi serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya 
masyarakat. Berdasarkan data sertifikasi halal LPPOM MUI tahun 2014, sejumlah 
10.322 produk telah tersertifikasi halal dari total 68.576 produk yang diproduksi 
(LPPOM MUI, 2020). Bukan berarti sejumlah 85% dari total produk sisanya adalah 
produk haram, mungkin memang belum mengajukan sertifikasi halal karena 
proses sertifikasi halal yang bersifat sukarela (voluntary). Konsumen Muslim 
menjadi pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk beredar belum 
tersertifikasi halal (Ramlan dan Nahrowi, 2014). Jaminan produk halal perlu 
diberlakukan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan 
ketersediaan produk halal bagi konsumen Muslim. Kemudian Pemerintah 




2014 tentang Jaminan Produk Halal agar konsumen Muslim mendapat kepastian 
hukum terhadap produk pangan dan barang konsumsi lainnya (Charity, 2017). 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal memberikan kewenangan kepada BPJPH (Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk menerbitkan, mencabut sertifikasi 
halal dan label halal suatu produk. Produk yang masuk, beredar dan 
diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Pasal 4). Kewajiban 
bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal merupakan salah satu 
upaya dalam mengaplikasikan sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal ialah 
sistem yang mengintegrasikan konsep-konsep syariat Islam terkait halal-haram, 
etika usaha dan manajemen keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan, 
implementasi dan evaluasinya pada suatu proses produksi yang akan dikonsumsi 
khususnya konsumen Muslim (Prabowo dan Azmawani, 2016). MUI menerbitkan 
sistem jaminan halal yang dikenal dengan HAS (Halal Assurance System) 23000 
pada tahun 2012, yakni dokumen yang berisi tentang kriteria sistem jaminan halal 
sebagai persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI, tujuan serta prinsip-prinsip 
sistem jaminan halal. Oleh karena BPJPH diberikan kewenangan sebagai 
penyelenggara sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2014 tentang Jaminan Produk Halal, perlu adanya perubahan dan penyesuaian 
sistem jaminan halal agar sertifikasi halal terlaksana dengan efektif. 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pelaku usaha mikro dan kecil 
wajib bersertifikat halal atas dasar pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil sesuai 
dengan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH (Pasal 48). Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Jaminan Produk Halal akan dijelaskan dalam penelitian kali ini karena 
mengatur pelaksanaan pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
Berdasar latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan 
perkembangan regulasi terkait sistem jaminan halal di Indonesia, dengan harapan 
dapat memberikan manfaat bagi stakeholder terkait agar dapat menyesuaikan 






1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 
a. Bagaimana perkembangan regulasi terkait jaminan halal pada industri 
pangan ? 
b. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat tentang perubahan jaminan 
produk halal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk 
Halal ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah:  
a. Menganalisis perkembangan regulasi jaminan halal pada industri pangan, 
b. Menganalisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diberikan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan 
mengenai perkembangan terkini regulasi sistem jaminan halal pada industri 
pangan di Indonesia sebagai penyesuaian dalam mengajukan sertifikat halal, 
baik bagi kalangan akademisi institusi, pelaku usaha industri besar maupun 





BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Konsep Halal dalam Islam 
Halal secara istilah berasal dari bahasa Arab, menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia berarti dibolehkan atau tidak dilarang oleh hukum syara’. Halal artinya 
boleh dari segi bahasa, secara terminologi, halal artinya tidak haram. Bagi seorang 
muslim, konsep makanan halal adalah perintah Allah SWT untuk menjamin 
kesehatan tubuh, pikiran dan jiwa. Bagi seorang non muslim, halal dipahami 
sebagai produk yang aman, murni dan sehat serta memberikan manfaat bagi umat 
manusia dalam sumber pangan. Konsep halal yang diterapkan dalam kehidupan 
manusia tertera dengan jelas dalam ayat Al Quran Surat Al Maidah 88, “dan makan 
apa yang Allah sediakan untukmu (yang) halal dan enak. Dan takutlah kepada 
Allah, yang Anda yakini” (Ramli et al., 2020). Ayat tersebut menjelaskan bahwa 
sumber makanan halal yang baik atau halal thoyyiban memberikan manfaat bagi 
umat manusia agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT, sehingga wajib 
memilih yang bersih, murni dan halal untuk mendapatkan manfaat dalam bentuk 
roh, jiwa dan raga (Man dan Zainal, 2014). 
Menurut Prabowo dan Azmawani (2016), dalam Al Quran Surat Al Maidah 3 
dan Al Baqarah 173, bahan-bahan yang jelas keharamannya ialah (i) bangkai, (ii) 
darah, (iii) daging babi, (iv) binatang yang disembelih tidak atas nama Allah SWT, 
(v) mati karena dicekik, (vi) mai karena dipukul, (vii) mati karena jatuh dari atas, 
(viii) mati karena ditanduk, (ix) mati karena dimakan oleh binatang buas (kecuali 
yang sempat disembelih dengan benar) dan (x) disembelih untuk berhala. 
Beberapa dalil yang dianut oleh umat Islam berkaitan dengan masalah halal 
menurut Prabowo dan Azmawani (2016) adalah: 
a. Setiap muslim harus memperhatikan apa yang dimakannya (QS Abasa: 24), 
b. Mencari yang halal adalah perintah langsung dari Allah SWT sehingga 
hukumnya wajib, artinya jika tidak dilaksanakan akan berakibat dosa (QS Al 
Maidah: 88, QS An Nahl: 114), 
c. Makanan merupakan sarana efektif yang digunakan oleh syaitan sebagai 
musuh utama manusia, untuk mengganggu dan menggoda manusia agar 
tergelincir berbuat dosa (QS Al Baqarah: 35, 168; QS Thaaha: 121), 
d. Kesempurnaan agama seseorang ditentukan oleh apa yang dimakannya (QS 
Al Maidah: 3), 
e. Apa yang ditetapkan halal itu pasti baik dan yang haram itu pasti mengandung 




f. Makanan haram akan menyebabkan pelakunya masuk neraka (Hadis Riwayat 
Tirmidzi dari Ka'ab bin Ajazah r.a.), dan 
g. Makanan haram menyebabkan tidak diterima darinya amal ibadah dan amal 
baiknya (HR Dailami dalam Musnad Firdaus dari Ibnu Mas'ud r.a.). 
Menurut Ramli et al. (2020), konsep makanan halal berdasarkan hukum 
Islam adalah sebagai berikut :  
a. Tidak berasal dari atau terdiri dari bagian atau barang apapun dari hewan yang 
dilarang menurut hukum Islam, atau hewan yang tidak disembelih menurut 
hukum Islam, 
b. Tidak mengandung zat apapun yang dianggap najis dalam hukum Islam,  
c. Tidak disiapkan, diproses atau diproduksi menggunakan peralatan atau 
perkakas yang tidak bebas dari kotoran seperti yang didefinisikan oleh hukum 
Islam, dan 
d. Saat tahap persiapan, pemrosesan atau penyimpanan, tidak bersentuhan 
dengan atau disimpan di dekat apapun jenis makanan yang dianggap najis 
menurut hukum Islam.  
Pembahasan halal haram terbagi menjadi dua faktor, yaiu faktor internal dan 
faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan dzat 
bendanya, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berkaitan dengan aspek 
lain diluar dzat benda tersebut (Sukoso et al., 2020). Kriteria makanan haram dapat 
dilihat pada Gambar 2.1. 
 




2.2. Konsep Halal dalam Keamanan Pangan 
Salah satu capaian yang dapat dikatakan penting bagi negara-negara 
berpenduduk muslim adalah masuknya rumusan The Codex General Guidelines 
for Use of the Term Halal (CAC/GL 24-1997) oleh Codex Alimentarius Commission 
pada sesi pertemuan ke-22 tahun 1997. Keputusan ini telah disebarkan ke semua 
anggota sebagai rujukan untuk menyusun panduan penggunaan halal dalam 
pengolahan pangan (Latif, 2011 dalam Prabowo dan Azmawani, 2016). Daftar 
produk hukum dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan produk halal 
yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia menurut LPPOM MUI 
(2020) dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
Adapun hukum pelaksanaan makanan halal di Indonesia yang dibuat 
sebelumnya, dan menyatakan perlunya jaminan halal bagi produk barang gunaan 
yang berasal dari hasil pertanian (Rahayu, 2012). Sumber pangan segar hasil 
pertanian yang terkait dengan regulasi halal adalah rumah potong hewan dan 
produknya serta produk susu dan olahannya (Prabowo dan Azmawani, 2016). 
Regulasi tersebut menyampaikan bahwa keberadaan RPH dan usaha 
pemotongan daging dan atau penanganan daging harus mampu menyediakan 
produk daging yang memenuhi ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) (Rahayu, 
2012). Regulasi halal yang digunakan pada kelompok bisnis pangan segar 



















Tabel 2.1. Produk Hukum dan Peraturan Perundangan Produk Halal  (LPPOM MUI,   2020) 
No. Peraturan Ringkasan Isi 
1. 
Undang-Undang (UU) No. 33 
Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal 
a. Kewajiban sertifikat halal; 
b. Penyelenggara Jaminan Produk Halal; 
c. Ketentuan Lembaga Pemeriksa Halal; 
d. Ketentuan bahan dan proses produk 
halal; 
e. Tata cara memperoleh sertifikat halal; 
f. Pengawasan terhadap aktifitas jaminan 
produk halal; 
g. Peran serta masyarakat dalam aktifitas 
jaminan produk halal; dan 
h. Ketentuan pidana 
2. 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 
Tahun 2019 tentang Peraturan 
Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 
2014 (Undang-Undang Jaminan 
Poduk Halal) 
a. Detil penjelasan dalam pelaksanaan 
JPH; 
b. Kerja sama antar lembaga dalam 
penyelenggaraan JPH; 
c. Biaya sertifikasi halal; dan 
d. Penahapan kewajiban jenis produk 
yang bersertifikat halal 
3. 
Peraturan Menteri Agama No. 26 
Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Jaminan Produk 
Halal 
a. Detil penahapan kewajiban sertifikat 
halal (berdasarkan jenis produk); 
b. Tata cara pendirian dan akreditasi LPH; 
c. Detil tata cara pengajuan permohonan 
dan pembaruan sertifikat halal; dan 
d. Label halal dan keterangan tidak halal 
4. 
Keputusan Menteri Agama (KMA) 
No. 982 Tahun 2009 tentang 
Layanan Sertifikasi Halal 
a. Penetapan layanan sertifikasi halal 
dalam masa peralihan; dan 
b. Peran BPJPH, MUI dan LPPOM MUI 


















Tabel 2.2. Regulasi Halal Kelompok Bisnis Pangan Segar (Prabowo dan Azmawani, 2016) 
No. Peraturan Keterangan 
1. 
Keputusan Kepala Badan Karantina 
Pertanian No. 43 Tahun 2007 
Keberadaan sertifikat veteriner dari 
negara asal dan sertifikat halal untuk 
yang dipersyaratkan 
2. 
PP No 69 Tahun 1999 tentang label 
dan iklan pangan 
Pasal 10, ayat 1 dan 2 
3. 
UU No. 18 Tahun 2009 tentang 
peternakan dan kesehatan hewan 
a. Pasal 58 ayat 1; 
b. Pasal 62 ayat 1 
4. 
Permentan No. 13 Tahun 2010 
tentang persyaratan Rumah Potong 
Hewan (RPH) ruminansia dan unit 
penanganan daging 
a. Pasal 38 dan 39; 
b. Pasal 4, 6 dan 41, menyampaikan 
bahwa lokasi produksi harus terpisah 
dengan RPH babi dan harus memiliki 
juru sembelih halal 
5. 
Permentan No. 50 tahun 2011 
tentang rekomendasi persetujuan 
pemasukan karkas, daging, jeroan 
dan/atau olahannya ke dalam negara 
Republik Indonesia 
a. Pasal 2 ayat 2, menekankan pada 
aspek perijinan pemasukan produk 
daging dari luar Indonesia berupa 
rekomendasi persetujuan 
pemasukan; 
b. Pasal 15 ayat 3 (e, f), keberadaan 
sertifikat veteriner dari negara asal 
dan sertifikat halal untuk yang 
dipersyaratkan; dan 
c. Pasal 19 ayat 2, mengatur tentang 
daging yang bersertifikat halal dan 
yang tidak halal harus ditempatkan 
pada kontainer yang berbeda 
6. 
PP No. 95 Tahun 2012 tentang 
kesehatan masyarakat veteriner dan 
kesejahteraan hewan 
a. Pasal 8, menyampaikan cara yang 
baik (good practices) di RPH; 
b. Pasal 18 dan 21, menyampaikan 
tempat penjualan dan pengumpulan 
yang harus terpisah antara produk 
halal dan yang tidak halal; dan 
c. Pasal 31 dan 54, keberadaan sertifikat 
veteriner dari negara asal dan 
sertifikat halal untuk yang 
dipersyaratkan 
7. 
Peraturan Kepala Badan POM RI No. 
HK.03.1.23.06.10.5166 
Pencantuman informasi asal bahan 
tertentu, kandungan alkohol dan batas 
kadaluwarsa pada penandaan atau label 
obat, obat tradisional, suplemen 






2.3 Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI) 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
(LPPOM MUI) didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan 
pemeriksaan dan sertifikasi halal (Farhan, 2018). Lembaga ini dibentuk untuk 
membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, 
merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi, dan bimbingan yang 
menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan syariat Islam. 
Lembaga ini juga didirikan dengan tujuan untuk memberikan ketentraman batin 
bagi umat Islam, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat, dan kosmetika. 
Dengan kata lain, LPPOM MUI berusaha menjalankan fungsinya dalam menjaga 
kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat (Karimah, 2015).  
Tugas yang dibebankan oleh MUI kepada LPPOM ini antara  lain untuk 
mengadakan investigasi, klasifikasi dan pengkajian terhadap makanan, obat-
obatan dan kosmetika  yang  beredar di masyarakat, mengkaji dan menyusun 
konsep yang berkaitan dengan peraturan mengenai penyelenggaraan rumah 
makan (restoran), perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan 
berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang 
dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam agar terjamin halal. 
Penetapan fatwa tentang kehalalan produk makanan, obat-obatan dan kosmetika 
dilakukan oleh komisi fatwa setelah dilakukan audit oleh LPPOM MUI serta 
melaporkan kepada komisi fatwa tersebut. Laporan dari LPPOM MUI kemudian 
dibawa ke sidang komisi fatwa. Komisi fatwa selanjutnya menetapkan halal atau 
tidaknya produk tersebut berdasarkan berita acara penelitian yang disampaikan 
LPPOM MUI (Chairunnisyah, 2017). Penetapan Fatwa Halal itu sendiri didasarkan 
pada tiga prinsip, yaitu ketentuan syariah, kaidah ilmiah, dan kultur masyarakat 
(Karimah, 2015). Setelah itu dilalui, barulah kemudian dikeluarkan sertifikasi halal 
kepada produk tersebut (Chairunnisyah, 2017). 
 Pengaturan sertifikasi halal LPPOM MUI masih terkesan sektoral, parsial, 
inkonsisensi serta tidak sistemik dan sukarela (voluntary), yang mengakibatkan 
sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat (Hasan, 2014). 
Selain itu masih banyaknya produk yang beredar di masyarakat belum semua 
terjamin kehalalannya, sehingga memerlukan pengaturan yang komprehensif 
meliputi produk barang dan jasa. Berdasarkan alasan tersebut, maka 




Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) (Suparto et 
al., 2016). 
2.4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 
Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halal thayyib adalah 
dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, 
akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 
33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2014 tentang jaminan produk halal semakin mempertegas betapa mendesaknya 
persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di 
tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, peran pihak perantara seperti 
distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan 
konsumen akhir (Charity, 2017). Tahun 2006, DPR RI berinisiatif mengusulkan 
RUU tentang jaminan produk halal, akhirnya disahkan pada tanggal 17 Oktober 
2014 (Ariniy dan Nurhasanah, 2020). 
Faktor-faktor yang mendasari pentingnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2014 menurut Charity (2017), antara lain: 
a. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang berkaitan 
dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum 
bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal, 
b. Tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara 
jelas di dalam jaminan produk halal, 
c. Peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat 
meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknomoli, bioteknologi, dan proses 
kimia biologis, 
d. Produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar 
halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, 
Amerika Serikat, dan Malaysia, dan 
e. Sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan 
kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal. 
Undang-Undang jaminan produk halal dapat disebut sebagai formalisasi 
syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses 
legislasi, yaitu proses pembentukan hukum secara tertulis melalui negara. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal ini adalah 
kebijakan resmi pemerintah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan karena 




dalam mengonsumsi produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
tentang jaminan produk halal mengubah sifat sertifikasi halal menjadi wajib 
(mandatory). Karena itu, semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan 
di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dan berlabel halal, baik bagi 
perusahaan besar maupun pengusaha kecil. Hal inilah yang menjadi pembeda 
utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya (Ariniy dan Nurhasanah, 
2020). 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan 
perundang-undangan. Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat disebut 
sebagai payung hukum (umbrella  act) bagi pengaturan produk halal. Jaminan 
produk halal dalam undang-undang tidak hanya tentang makanan, obat dan 
kosmetik, melainkan juga mencakup berbagai aspek, seperti produk kimiawi, 
produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, 
digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengaturannya pun menjangkau 
kehalalan produk dari hulu sampai hilir (Charity, 2017). Kepastian hukum jaminan 
produk halal ini mempunyai berbagai fungsi dan manfaat  bagi konsumen dan 
produsen. Bagi konsumen, terlindunginya konsumen muslim dari  mengonsumsi 
pangan, obat-obatan, kosmetika yang tidak halal. Kedua, secara kejiwaan  
perasaan hati dan batin konsumen akan tenang. Ketiga, mempertahankan jiwa 
dan raga dari keterpurukan akibat produk haram. Keempat, memberikan respon 
baik yang  mengarah kepada perilaku yang diinginkan untuk memerhatikan 
produk, peminatan dalam membeli produk (Mashudi, 2015). Bagi produsen, 
jaminan produk halal melalui sertifikasi halal mempunyai peranan penting. 
Pertama, sebagai pertanggungjawaban terhadap  konsumen muslim mengingat 
mengkonsumsi produk halal adalah prinsip dari masyarakat muslim. Kedua, 
meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen. Ketiga, sebagai alat pemasaran. 
Keempat, mampu meningkatkan citra perusahaan dan pelaku usaha memperluas 
area jaringan pemasaran. Kelima, memberi keuntungan produsen dengan 
meningkatkan daya saing dan produksi dan penjualan (Ibnu, 2014). 
Menurut Mashudi (2015), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
jaminan produk halal berpengaruh pada hal-hal sebagai berikut: 
a. Produk makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia biologi 
dan produk rekayasa genetik haram dikonsumsi kecuali terdapat label halal, 




c. Undang-Undang jaminan produk halal mewajibkan (mandatory) sertifikasi halal 
dan pencantuman label halal bagi setiap badan usaha berbadan hukum atau 
tidak, yang menyelenggarakan kegiatan produksi, impor, penjualan, 
penyimpanan, pengemasan, distribusi dan penyajian makanan dan minuman, 
obat-obatan dan kosmetik, produk kimiawi dan biologi serta produk rekayasa 
genetik. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dapat 
menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat, baik dari pelaku usaha dan 
konsumen, sebab pengaturan penyimpanan, pendistribusian dan penyajian 
produk halal yang sesuai dengan prosedur hukum mempermudah dalam melayani 
konsumen muslim. Kewajiban sertifikasi halal dari segi ekonomi akan membuka 
peluang usaha dan produk yang beredar aman dikonsumsi bagi masyarakat 
Muslim (Ariniy dan Nurhasanah, 2020). Undang-Undang Jaminan Produk Halal 
membawa perubahan terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal. 
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
(BPJPH), yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama (Charity, 
2017). 
2.5 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 
BPJPH merupakan unit kerja baru dan baru efektif melaksanakan tugasnya 
pada tahun 2017. BPJPH dibentuk sesuai dengan amana Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan pada tanggal 17 
Oktober 2014. Dalam UU JPH disebutkan bahwa BPJPH harus dibentuk paling 
lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU JPH diundangkan. Kehadiran BPJPH 
memperkuat sertifikasi halal yang telah puluhan tahun ditangani oleh MUI. 
Sertifikasi halal ditransformasi dan ditingkatkan urgensinya dari bersifat voluntary 
(sukarela) menjadi mandatory (wajib), artinya sesuatu diwajibkan atas dasar 
undang-undang untuk kemaslahatan seluruh bangsa. Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Jaminan Produk Halal, akhirnya disahkan pada tanggal 29 April 2019. 
Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian 
dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI). Penetapan kehalalan dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan 
Penetapan Halal Produk. Apabila diperlukan kedepannya, maka BPJPH dapat 




Kewenangan BPJPH menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagai berikut: 
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal; 
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal; 
c. menerbitkan  dan  mencabut  Sertifikat  Halal dan Label Halal pada Produk; 
d. melakukan  registrasi  Sertifikat  Halal  pada Produk luar negeri; 
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; 
f. melakukan akreditasi terhadap LPH; 
g. melakukan registrasi Auditor Halal; 
h. melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal; 
i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan 
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang 
penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. 
BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, 
LPH, dan MUI dalam merealisasikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. 
BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan 
audit terhadap produk, sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama 
dengan MUI dengan mengeluarkan keputusan penetapan halal produk melalui 
sidang fatwa halal (Suparto et al., 2016). LPH dapat didirikan oleh pemerintah 
maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, misalnya adalah LPH yang 
berdiri dibawah perguruan tinggi negeri (pasal 12 Undang-Undang Jaminan Poduk 
Halal), minimal memiliki tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses 
penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi  
dan  SJH  perusahaan (pasal 15 Undang-Undang Jaminan Poduk Halal). BPJPH 
memiliki beberapa tugas diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi 
LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan  logo  halal  dan  
tidak  halal,  masa  berlaku  sertifikat  halal,  pemisahan  antara  produksi bahan 
halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, 
penjualan dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal (Faridah, 2019).  
Pergantian kewenangan tidak menghilangkan peran Majelis Ulama 
Indonesia dan LPPOM MUI sepenuhnya. Justru dengan adanya pengaturan ini, 
kewenangan Majelis Ulama Indonesia lebih diperluas. Majelis Ulama Indonesia 
tetap memiliki kewenangan dalam hal memberikan fatwa kehalalan dengan sidang 




Lembaga Pemeriksa Halal. Selain itu, MUI juga bersama-sama dengan BPJPH 
berwenang untuk melakukan sertifikasi Auditor Halal dan akreditasi Lembaga 
Pemeriksa Halal-Lembaga Pemeriksa Halal yang akan didirikan. Sementara 
LPPOM MUI kedudukannya menjadi salah satu dari Lembaga Pemeriksa Halal. 
Jadi apabila dulu lembaga yang berwenang memeriksa kehalalan produk (dari 
aspek ilmiahnya) hanya LPPOM MUI, sekarang lembaga-lembaga pemeriksa halal 
lain dapat memiliki kewenangan tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat 
mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal apabila memenuhi syaratsyarat yang telah 
ditentukan (Karimah, 2015).  
2.6 Sertifikasi Halal 
Kegiatan sertifikasi halal untuk industri makanan meningkat pesat seiring 
dengan meningkatnya kesadaran dan permintaan akan produk halal masyarakat 
muslim. Permintaan makanan halal sangat besar dan ini membuat Indonesia 
menjadi pasar yang bagus dan menguntungkan untuk bisnis makanan halal. 
Perkembangan industri makanan halal yang cepat didukung oleh sistem sertifikasi 
halal yang sangat berkembang. Sertifikasi halal mengacu pada pemeriksaan 
proses produksi pangan dalam persiapan, penyembelihan, pembersihan, 
pengolahan, penanganan, desinfeksi, penyimpanan, pengangkutan dan praktik 
manajemen (Ratanamaneichat dan Sakchai, 2013). Sertifikasi halal merupakan 
etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi 
konsumen. Keuntungan yang dapat diberikan adalah: (1) meningkatkan 
kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) memiliki USP (Unique 
Selling Point), (3) mampu menembus pasar halal global, (4) meningkatkan 
marketability produk di pasar, dan (5) investasi yang murah jika  dibandingkan 
dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai (Ramlan dan Nahrowi, 2014). 
Sertifikasi adalah proses untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. 
Sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan dari kegiatan untuk mencapai 
standar halal. Sertifikasi halal pada produk dan jasa bertujuan untuk memberikan 
kepastian hukum terhadap status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan 
batin konsumen dalam mengonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal 
dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Produk 
dan jasa yang telah dinyatakan halal akan mendapatkan sertifikat halal yang 
dikeluarkan oleh BPJPH sebagai badan pemerintah. Sertifikat halal adalah 
sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam, 




produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Penerbit sertifikat halal dan label 
halal dilakukan oleh BPJPH Kementerian Agama sesuai dengan Undang-Undang 
Jaminan Produk Halal (Sukoso et al., 2020). Alur sertifikasi halal BPJPH dapat 
dilihat pada Gambar 2.2. 
Sertifikasi halal pasca Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
jaminan produk halal disahkan, diselenggarakan oleh BPJPH yang sebelumnya 
dilakukan oleh LPPOM MUI dan Komisi Fatwa. Begitupun dengan labelisasi halal 
yang sebelumnya dilakukan oleh BPOM, namun saat ini sudah dialihkan dan 
dilaksanakan oleh BPJPH, adalah upaya pemerintah untuk menyatukan proses 
sertifikasi halal dan labelisasi halal dalam permohonan dan pelaksanaannya 
(Ariniy dan Nurhasanah, 2020). Adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, 
diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia 
memiliki sertifikat halal (Faridah, 2019).  
BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, 
LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan 
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. 
Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan 
mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal 
(Suparto et al., 2016). LPH dapat didirikan oleh  Pemerintah maupun lembaga 
keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh Pemerintah misalnya 
adalah LPH yang berdiri dibawah Perguruan Tinggi Negeri. LPH setidaknya 
memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan  
pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses 
penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi 
dan SJH  perusahaan (Faridah, 2019). 
Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih 
dahulu harus memiliki penyelia halal. Penyelia bertugas mengawasi proses produk 
halal dan memastikan semua aspek dalam proses produksi tidak terkontaminasi 
dengan bahan non-halal. Selain itu juga melaporkan adanya perubahan komposisi 
bahan jika terjadi perubahan. Perusahaan  harus melampirkan beberapa berkas 
kelengkapan yang  memuat  keterangan mengenai perusahaan tersebut seperti 
nama dan jenis produk, data pelaku  usaha, daftar bahan, serta proses produksi. 
BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Selanjutkan dilakukan 
audit  kehalalan  oleh  Lembaga  Pemeriksa  Halal  yang telah ditunjuk oleh BPJPH. 




dalam laboratorium. Hasil pengujian ini disampaikan kepada  BPJPH dan 
diteruskan  kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui Sidang 
Fatwa Halal. Hasil keputusan mengenai produk paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja  terhitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan  kepada  MUI. Sidang ini tidak 
hanya  dihadiri  oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar, instansi terkait, 
dan perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa 
Halal ditandatangani MUI  kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa 
dikeluarkan sertifikat  halal. Sertifikat dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 
Sertifikat ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan bisa dilakukan perpanjangan 
dengan mengajukan pembaharuan sertifikat halal selambat-lambatnya tiga bulan 
sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat. Apabila pelaku usaha telah 
mendapatkan sertifikat halal maka diharuskan untuk memasang logo halal pada 
kemasan atau  bagian  dari  produk. Label harus mudah  dilihat  dan  tidak  cepat 
rusak atau lepas. Konsekuensi mendapatkan sertifikat halal adalah harus selalu 
menjaga kehalalan produk (Faridah, 2019). 
 
Gambar 2.2. Alur sertifikasi halal (BPJPH, 2019) 
Dokumen permohonan sertifikat halal menurut BPJPH (2019) adalah 
sebagai berikut: 
a. Data Pelaku Usaha 
i. Nomor Induk Berusaha (NIB), jika tidak memiliki NIB dapat dibuktikan 
dengan surat ijin lainnya (NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV dan lain-lain), dan 
ii. Penyelia Halal melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan 
sertifikat penyelia halal, salinan keputusan penetapan penyelia halal. 
b. Nama dan Jenis Produk 
Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan 
disertifikasi halal, 
c. Daftar Produk dan Bahan yang Digunakan 
i. Bahan baku, 




iii. Bahan penolong. 
d. Proses Pengolahan Produk  
i. Pembelian, 
ii. Penerimaan, 
iii. Penyimpanan bahan yang digunakan, 
iv. Pengolahan, 
v. Pengemasan,  
vi. Penyimpanan produk jadi, 
vii. Distribusi. 
e. Dokumen Sistem Jaminan Halal 
Suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh 
pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal. 
2.7 Sistem Jaminan Halal 
Sistem jaminan halal merupakan sistem kepengurusan yang terintegrasi, 
disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, 
produk, sumber daya manusia, dan prosedur yang menjamin keberlangsungan 
proses produksi halal menurut persyaratan yang diberlakukan oleh lembaga 
sertifikasi melalui dokumen standar jaminan halal (Prabowo dan Azmawani, 2016). 
Sistem jaminan halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan 
dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga 
kesinambungan  proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. 
Sertifikat sistem jaminan halal merupakan pernyataan tertulis dari LPPOM MUI 
bahwa perusahaan pemegang sertifikat halal MUI telah mengimplementasikan 
sistem jaminan halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.  Sertifikat tersebut 
dapat dikeluarkan setelah melalui proses audit sistem jaminan halal sebanyak dua 
kali dengan status sistem jaminan halal dinyatakan baik (nilai A) (Ratanamaneichat 
dan Sakchai, 2013).  
Sistem jaminan halal memuat beberapa seri yang mengatur cakupan 
(scope), kriteria (definition), persyaratan (requirements), pemenuhan 
(compliance). Standar tersebut disusun melalui konsensus, transparansi, 
keterbukaan, dan mengadopsi standar international yang memungkinkan. Sistem 
jaminan halal juga memuat berbagai aturan, pedoman, metode, dan regulasi yang 
berlaku (LPPOM MUI, 2012 dalam Prabowo dan Azmawani, 2016). Aspek tujuan 
penyusunan dari sistem jaminan halal adalah untuk menjaga kesinambungan 




kehalalannya sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Prinsip yang ditegakkan 
dalam operasional menurut Ariny dan Nurhasanah (2020) adalah: 
a. Maqhasid Syariah 
Pelaksanaan sistem jaminan halal bagi perusahaan yang memiliki sertifikat 
MUI  mempunyai  maksud  memelihara  kesucian agama, pikiran, jiwa, 
keturunan, dan harta disamping loyalitas pada negara, 
b. Jujur 
Perusahaan harus jujur menjelaskan semua bahan yang digunakan dan 
proses produksi yang dilakukan di perusahaan didalam manual sistem jaminan 
halal serta melakukan operasional produksi halal sehari-hari berdasarkan yang 
tertulis didalamnya. 
c. Kepercayaan 
LPPOM MUI memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk menyusun 
sendiri manual sistem jaminan halalnya berdasarkan kondisi nyata internal 
perusahaan; 
d. Sistematis 
Sistem jaminan halal didokumentasikan secara baik dan sistematis dalam 
bentuk manual SJH dan arsip terkait agar bukti pelaksanaan di lingkungan 
perusahaan mudah ditelusuri; dan 
e. Disosialisasikan 
Implementasi sistem jaminan halal merupakan tanggung jawab bersama 
sehingga harus disosialisasikan kepada lingkungan perusahaan. Guna 
memberdayakan dan meningkatkan eksposur terhadap industri, banyak inisiatif 
lain yang dilakukan seperti edukasi pelanggan tentang sistem halal, sistem 
jaminan halal dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan 
penerapan sesuai sistem halal (Jamaludin et.al, 2015; Hassan et al., 2015).  
Sistem jaminan halal mengadopsi prinsip-prinsip sistem manajemen yang 
telah dikembangkan sebelumnya. Prinsip dalam sistem jaminan halal didasarkan 
atas komitmen, kebutuhan pelanggan, peningkatan mutu tanpa meningkatkan 
biaya dan memproduksi barang dari waktu ke waktu tanpa cacat, tanpa ada yang 
didaur ulang, dan tanpa adanya inspeksi sekalipun. Sistem jaminan halal juga 
mengadopsi prinsip lain dalam Total Quality Management (TQM) model Ishikawa, 
dimana peningkatan pengetahuan harus terjadi setiap saat pada setiap orang di 
seluruh jenjang organisasi, melalui pembelajaran, praktik dan partisipasi di dalam 




Azmawani, 2016). Prinsip sistem jaminan halal yang mengacu pada konsep TQM 
menurut Chairunnisyah (2017) merupakan sistem manajemen kualitas terpadu 
yang menekankan pada pengendalian kualitas pada setiap lini. Sistem jaminan 
halal harus dipadukan dalam keseluruhan manajemen,  yang  berpijak  pada 
empat konsep dasar, yaitu komitmen yang kuat untuk memenuhi permintaan dan 
persyaratan konsumen, meningkatkan mutu produksi dengan harga yang 
terjangkau, produksi bebas dari kerja ulang, bebas dari penolakan dan penyidikan. 
Aspek sistem jaminan kebersihan dan keamanan pangan yang diterapkan saat ini 
didasarkan pada beberapa pedoman penerapan seperti Good Hygiene Practice 
(GHP), Hazard Analysis Control Point (HACCP) dan seri International Standard 
Organization (ISO) (Sani dan Dahlan, 2015). Kombinasi prinsip HACCP dengan 
konsep halal menjadi tulang punggung dalam pengembangan sistem jaminan 
halal. Oleh karena itu, penggunaan sistem kombinasi ini akan memberikan 
keuntungan terhadap tingkat kredibilitas, keutuhan status produk halal dan 
sekaligus terjaminnya tingkat keamanan pangan dari kontaminasi bahan haram 
(Kohilavani et al., 2013; Demirci et al., 2016; Lau et al., 2016; Rejaii dan Arianfar, 
2016). 
Pedoman utama sistem jaminan halal ditetapkan untuk memenuhi 
persyaratan sertifikasi halal, agar efektif dalam mengelola mulai dari konsep from 
farm to fork secara komprehensif. Oleh karena itu, pihak industri harus memiliki 
prosedur sistem jaminan halal sebagai pedoman untuk memenuhi persyaratan 
sertifikat halal dan validasi integritas halal. Secara khusus elemen utama yang 
harus dikembangkan adalah pembentukan pusat kendali di mana setiap proses 
dan langkah akan dicek secara cermat sesuai dengan konsep sistem jaminan halal 
dalam konsep produksi pangan halalan thoyibban (Kohilavani et al., 2013; Syed et 
al., 2018). Konsep asal-usul sistem jaminan halal yakni sebagai suatu sistem yang 
fokus meminimalkan risiko terlarang terhadap produk halal dan tidak semata-mata 
bergantung pada analisis produk terakhir yang diterima (Saidin et al., 2017). 
Sistem manajemen halal berfungsi sebagai sistem pendukung yang dibentuk oleh 
organisasi dan pengguna untuk mengidentifikasi status kehalalan dari bahan baku 
hingga siap pakai, produk terjamin dan bahkan dipantau oleh organisasi 
perusahaan (Sawari dan Ghazali, 2014; Mazuan dan Zalina, 2018). Pelaku industri 
makanan pun merekomendasikan sistem jaminan halal dalam produksi produk 
karena berfungsi sebagai nilai tambah dalam pengelolaan halal, sehingga 




dan Zalina, 2018). Pengembangan sistem jaminan halal tidak hanya untuk 
penerapan sertifikat halal tetapi juga untuk meningkatkan kepatuhan dan 
kepercayaan di kalangan umat Islam. Bahkan penting dalam menekankan 
integritas halal dan dalam mencegah potensi kerugian yang mungkin timbul 
selama proses produksi produk halal (Ramli et al., 2020).  
Sejak bulan Maret 2012, MUI telah memperkenalkan sistem jaminan halal 
(halal assurance system) dengan nama HAS 23000. HAS 23000 adalah dokumen 
yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI (LPPOM MUI, 2020). HAS 
23000 ini telah diakui sebagai referensi secara internasional oleh beberapa negara 
seperti Australia, Brasil, Belanda, Selandia Baru dan Amerika Serikat (Wilson et 
al., 2013) serta Kanada dan Perancis (Othman et al., 2016)  HAS 23000 bagian 1 
tentang kriteria sistem jaminan halal (HAS 23000:1) menurut LPPOM MUI (2020) 
ialah:  
a. Kebijakan halal 
Manajemen puncak harus menetapkan kebijakan halal dan 
mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan 
(stake holder) perusahaan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah 
jajaran manajemen puncak, tim manajemen halal, karyawan dan pekerja, 
tempat maklon/fasilitas produksi, dan pemasok (supplier).  
b. Tim Manajemen Halal 
Manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal yang 
mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki 
tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Persyaratan tim manajemen 
halal diantaranya (1) harus merupakan pegawai tetap perusahaan; (2) harus 
mengerti dan memahami persyaratan sertifikasi halal (kriteria, kebijakan dan 
prosedur pada HAS 23000); (3) Ketua Tim Manajemen Halal diutamakan 
seorang muslim; (4) diangkat melalui surat penunjukan dari manajemen puncak 
atau bentuk penunjukan lain yang berlaku di perusahaan. 
c. Pelatihan dan edukasi 
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. 
Pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 
(knowledge), keterampilan (skill) dan/atau perilaku (attitude) dari semua 
personel yang terlibat dalam aktivitas kritis. Pelatihan internal harus 
dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus 





Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak 
boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai 
dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak 
kritis atau bahan yang dibeli secara retail. 
e. Produk  
Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau 
atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan 
haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk 
disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu 
yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk 
pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus 
didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan 
sebagian. 
f. Fasilitas produksi 
i. Industri pengolahan : (1) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya 
kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis; (2) Fasilitas 
produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk 
yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak 
mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada 
prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang, 
ii. Restoran/Katering/Dapur : (1) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi 
halal; (2) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk 
menyajikan produk halal. 
iii. Rumah Potong Hewan (RPH) : (1) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk 
produksi daging hewan halal; (2) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata 
dari RPH/peternakan babi; (3) Jika proses deboning dilakukan di luar RPH 
tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; (iv) 
Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan. 
g. Prosedur tertulis aktivitas kritis 
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan 
aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi 
status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, 
pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, 




penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (display), aturan 
pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan 
dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, 
restoran/katering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat 
terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain. 
h. Kemampuan telusur (traceability) 
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin 
kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang 
memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi 
yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya). 
i. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria 
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk 
yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang 
mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik. 
j. Audit internal 
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan 
SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan 
oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal 
disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) 
bulan sekali. Ruang lingkup audit internal adalah implementasi seluruh aspek 
sistem jaminan halal (11 kriteria) dan bukti pelaksanaannya. 
k. Kaji ulang manajemen 
Kaji ulang adalah evaluasi terhadap efektivitas penerapan sistem jaminan 
halal yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen puncak atau wakilnya harus 
melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan 
tujuan untuk menilai efektifitas penerapan sistem jaminan halal dan 
merumuskan perbaikan berkelanjutan.  
Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara 
menerapkan Sistem Jaminan Halal. Pemberlakuan sertifikasi halal dan sistem 
jaminan halal ternyata memberikan manfaat yang besar bagi konsumen, produsen 
maupun pemerintah, seperti yang disebutkan dalam Prabowo dan Azmawani 
(2016) berikut:  
a. Sertifikat halal menjamin keamanan produk yang dikonsumsi 
Proses produksi yang halal dan thayyib, yakni benar dan baik harus 




harus aman dari cemaran fisik, kimia dan biologi. Proses produksi 
menggunakan alat dan tempat yang bersih dan higienis serta terhindar dari 
najis. Penggunaan bahan tambahan makanan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Persyaratan-persyaratan tersebut sering digabungkan pada dokumen 
sertifikat lain seperti Good Agriculture Practice (GAP), Good Manufacturing 
Practice (GMP), Good Handling Practice (GHP), Cara Pengolahan Pangan 
yang Benar (CPPB), Cara Pengolahan Obat yang Benar (CPOB) dan Industri 
Rumah Tangga Pangan/Pangan Industri Rumah Tangga (IRTP/PIRT), yang 
memberikan jaminan keamanan dari segi higienias dan sanitasi (Othman et al., 
2016). 
b. Sertifikat halal menjamin pelaksanaan kesejahteraan hewan 
Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam 
menjamin pangan asal hewan (PAH) yang beredar untuk konsumsi masyarakat 
harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). PAH 
merupakan sumber protein tinggi yang mudah terkontaminasi mikroorganisme, 
maka dari itu perlu diperhaikan aspek higienitas dan sanitasi tempat kerja. Islam 
mengajarkan proses penyembelihan hewan harus memperhatikan 
kesejahteraan hewan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 menyebutkan 
bahwa kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan 
keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang 
perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap 
orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Peraturan 
pemerintah bahkan mencegah penyembelihan terhadap hewan ternak betina 
produktif (Sumarsongko, 2013).  
c. Sertifikat halal mampu menenteramkan masyarakat dari isu sensitif 
Buletin Canopy memuat hasil penelitian Tri Susanto pada bulan Januari 
1988 yang menemukan adanya turunan produk babi dalam produk makanan 
dan minuman. Situasi tersebut berdampak pada penjualan makanan dan 
minuman yang turun hingga 80%, sehingga menekan pertumbuhan ekonomi 
nasional dan menimbulkan amarah masyarakat muslim di Indonesia. Tahun 
2001, kasus perusahaan besar yang memproduksi penyedap rasa terindikasi 
menggunakan produk terkontaminasi dengan babi. Pencabutan sertifikat halal 




multinasional sekalipun dapat menghadapi masalah yang serius jika tidak 
memperhatikan hak-hak konsumen muslim (Fischer, 2008).  
d. Sertifikat halal memberi keunggulan komparatif 
Istilah halal menjadi bahasa perdagangan global bermakna suci, bersih, 
murni, etika kerja, tanggung jawab dan kejujuran. Produk halal telah memenuhi 
aspek hukum syariah, aman, bergizi, sehat, perikemanusiaan, pantas dan 
ramah lingkungan. Fungsi utama label halal adalah membantu konsumen 
memilih produk tanpa keraguan, sehingga halal dapat digunakan sebagai alat 
dan strategi pemasaran global (Evans dan Evans 2012). Menurut Tempo (2016) 
dalam Prabowo dan Azmawani (2016), sesuai data Kementerian Perindustrian 
Republik Indonesia, sektor makanan dan minuman menopang pertumbuhan 
industri pengolahan nonmigas sampai 7,55% pada kuartal I/2016. Industri ini 
merupakan industri strategis dan berkontribusi terhadap industri pengolahan 
nonmigas sebesar 31,51%.  
e. Sertifikat halal melindungi produk dalam negeri dari persaingan global 
Kasus impor paha ayam dari Amerika yang tidak dapat masuk ke Indonesia 
karena tidak disertai jaminan kehalalan sempat menjadi alat pelindung bagi 
peternak ayam lokal. Kewajiban sertifikasi halal produk asal hewan untuk 
masuk Indonesia sedikit banyak dapat meredam banjirnya daging impor. 
f. Sertifikat halal memperbaiki kemampuan dokumentasi dan administrasi 
perusahaan 
Pelaku usaha dapat terbantu meningkatkan pengelolaan usaha dengan 
penerapan prinsip manajemen modern. Kebutuhan pendokumentasian dan 
pelaksanaan sistem jaminan halal suatu industri sektor pangan berada pada 
level tertinggi dan dapat mengalami eskalasi setiap tahun(Anwar, 2018). Prinsip 
sistem jaminan halal berfokus pada pencegahan segala kerugian dan 






BAB III. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN  
Sejarah sertifikasi halal di Indonesia dimulai dari Surat Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor 280 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran 
dan Penandaan Pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal Dari Babi. 
Produk makanan dan minuman yang mengandung unsur babi harus memberi label 
“mengandung babi” dengan gambar seekor babi berwarna merah di atas dasar 
putih. Kemudian pada tahun 1988, Prof. Dr. Ir. H. Tri Susanto, MApp.Sc, dosen 
Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang meneliti dan 
menemukan sebanyak 34 jenis makanan dan minuman mengandung bahan 
berasal dari babi. khususnya produk yang menggunakan gelatin, shortening dan 
lard. Gelatin adalah protein turunan dari kulit, jaringan urat dan tulang binatang. 
Umunya berasal dari tulang babi karena lunak. Shortening adalah sejenis 
margarine yang berasal dari lemak hewan, bisa juga berasal dari minyak 
tumbuhan yang ditambahkan ke lemak babi, sedangkan lard adalah lemak babi 
(Sukoso et al., 2020). Keadaan tersebut membuat MUI bereaksi dengan 
mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989, berperan menjaga kehalalan 
produk yang beredar di masyarakat. LPPOM MUI menangani sertifikasi halal 
dengan standar halal yang ditetapkan atas dasar fatwa dari Komisi Fatwa MUI 
(Hambali, 2019).  
Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk 
memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan ketersediaan produk 
halal bagi seluruh  masyarakat Indonesia khususnya warga Muslim (Luthan, 2014). 
Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan 
salah satu penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui jaminan produk 
halal bagi yang dipersyaratkan. Ketentuan penerapan jaminan produk halal 
dilakukan oleh pemerintah sebagai perwujudan perlindungan hukum terhadap 
konsumen Muslim. Berikut adalah perkembangan regulasi yang berperan dalam 
menjamin produk halal bagi konsumen Muslim menurut Sukoso et al. (2020): 
a. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985 - No. 68 Tahun 1985 tentang 
Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan; 
b. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres)Tahun 1991 tentang Peningkatan 




c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan; 
d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 82/Menkes/SK/I/1996 
tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan; 
e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang 
Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan; 
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 
g. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; 
h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen; 
i. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Peetapan Pangan Halal, dan No. 
519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal; 
j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan; dan 
k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 
merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; 
l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal disahkan tanggal 17 Oktober 2014; 
m. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal; 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
menjadikan sertifikasi halal sebagai kewajiban (mandatory) untuk produk yang 
beredar. Tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, 
menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di 
Indonesia wajib bersertifikat halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal merupakan salah satu upaya perlindungan konsumen yang 
dilakukan pemerintah, terkait jaminan sertifikasi yang sesuai dengan kaidah 
syariah, kompetensi lembaga sertifikasi, standar halal yang digunakan, personil 
yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing, serta mekanisme sertifikasi halal 
(Sayekti, 2014). Tujuannya agar konsumen Muslim mendapat kepastian hukum 




kosmetik, juga produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik dan barang 
konsumsi yang dipakai, digunakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat (Ariniy 
dan Nurhasanah, 2020). Produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan 
digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Konsumen non 
muslim pun beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik 
untuk kesehatan tubuh manusia (Charity, 2017).  
Penelitian Nukeriana (2018) dalam judul Implementasi Sertifikat Halal pada 
Produk Pangan di Kota Bengkulu menunjukkan beberapa faktor yang 
menghambat proses sertifikasi halal, yakni Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum berlaku secara efektif 
dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi 
halal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja pasal 48 mengubah ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
33 Tahun 2014 dengan menambahkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil wajib 
bersertifikat halal yang didasarkan pada pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil 
sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH (pasal 4A ayat (1) dan 
(2)). Pelaksanaan pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 











BAB IV. METODE PENELITIAN 
4.1. Tempat dan Waktu Penelitian  
Penelitian mulai dilaksanakan bulan Desember 2020 hingga bulan Juli 2021. 
4.2. Bahan dan Alat 
Bahan dan alat yang digunakan selama penelitian ini ialah data primer dan 
data sekunder. Data primer berupa artikel jurnal dan proceedings yang diperoleh 
dari database elektronik seperti Garuda dan ProQuest. Data sekunder sebagai 
pendukung berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. 
4.3. Metode Penelitian 
Penelitian Analisis Perkembangan Terkini Regulasi Sistem Jaminan Halal 
Pada Industri Pangan di Indonesia menggunakan metode kajian literatur dan 
teknik analisis data deskriptif kualitatif. Tahapan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan kriteria kelayakan 
Artikel yang ditinjau merupakan hasil riset asli yang telah dikaji dan 
dipublikasikan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tujuan artikel 
yang ditinjau harus memuat data mengenai regulasi sistem jaminan halal. 
2. Menentukan sumber informasi 
Pencarian literatur dilakukan menggunakan database elektronik yaitu Garuda 
dan ProQuest. 
3. Pemilihan Literatur 
Kriteria pemilihan literatur dilakukan dengan menentukan kata kunci pencarian 
yakni sistem jaminan halal, jaminan produk halal dan sertifikasi halal. Limitasi 
yang digunakan yaitu 10 (sepuluh) tahun terakhir diantara tahun 2012 hingga 
tahun 2021, full text dan tersedia dalam studi kualitatif maupun kuantitatif. 
4. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data literatur dilakukan dengan menyeleksi sesuai kriteria 
limitasi, abstrak kemudian membaca literatur secara parsial maupun 













BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 
5.1 Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
Masyarakat Muslim diwajibkan untuk mengonsumsi dan menggunakan 
produk yang halal. Kehalalan suatu produk memerlukan kajian khusus terhadap 
ilmu pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia dan teknologi yang didukung 
dengan syariat Islam. Integrasi antara ilmu pengetahuan dan syariat Islam 
menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Muslim mengetahui status 
kehalalan produk yang dikonsumsinya. Karena berkaitan dengan agama secara 
langsung, maka diperlukan keterlibatan ulama atau ahli fiqih. LPPOM MUI menjadi 
lembaga pertama yang mengkaji, menganalisis dan memberikan sertifikasi halal 
pada produk. LPPOM MUI merupakan lembaga non pemerintah, pelaksanaan 
sertifikasi halal yang masih bersifat sukarela (voluntary) bukan menjadi tanggung 
jawab pemerintah. Hal tersebut menjadi sebuah kelemahan bagi LPPOM MUI 
sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi halal. LPPOM MUI sebagai 
penyelenggara jaminan produk halal memiliki kekuatan, yakni: 
a. alur sertifikasi halal mudah karena diselenggarakan oleh 1 (satu) lembaga; 
b. pengajuan sertifikasi halal dapat dilaksanakan secara online; 
c. memiliki pengalaman dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri. 
Selain itu, kelemahan LPPOM MUI sebagai penyelenggara jaminan produk 
halal adalah: 
a. tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga pengawasan dan penegakan 
hukum lemah; 
b. sertifikasi halal bukan suatu kewajiban bagi pelaku usaha (voluntary); 
c. masa berlaku sertifikat halal selama 2 (dua) tahun. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
merupakan payung hukum bagi tersedianya produk halal di Indonesia baik produk 
pangan maupun non pangan. Penyelenggaraan jaminan produk halal menurut 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bertujuan memberikan kenyamanan, 
keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi 
masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan 
nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. 
Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, 
penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia mengalami perubahan. 
Sertifikat halal bersifat wajib (mandatory) untuk semua produk yang masuk, 




halal adalah BPJPH yang bertanggung jawab di bawah Kementerian Agama, 
sehingga menggeser kewenangan LPPOM MUI sebagai pelaksana sertifikasi halal 
sebelumnya. Sertifikat halal juga berlaku lebih lama, yakni selama 4 (empat) tahun. 
Berikut adalah kekuatan BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal 
setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yakni: 
a. BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014; 
b. Penyelenggaraan jaminan produk halal lebih terorganisir; 
c. Sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha; 
d. Masa berlaku sertifikat halal selama 4 (empat) tahun; 
e. Adanya dukungan biaya untuk pelaku usaha mikro dan kecil dari APBN dan 
APBD. 
Kelemahan BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal setelah 
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yakni: 
a. Memerlukan waktu dan biaya unuk pembentukan infrastruktur yang baru, baik 
di pusat, provinsi dan daerah; 
b. Membutuhkan waktu untuk menyiapkan sumber daya manusia; 
c. Alur sertifikasi halal lebih panjang dan melibatkan banyak pihak; 
d. Pelaku usaha tetap dikenai biaya pengajuan sertifikasi halal. 
Penyelenggaraan jaminan produk halal oleh BPJPH dapat berdampak pada:  
a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD) 
Pembentukan BPJPH membutuhkan biaya untuk penyediaan infrastruktur, 
sumber daya manusia, dan sosialisasi. Investasi yang harus dikeluarkan oleh 
pemerintah tersebut akan menjadi beban dan meningkatkan APBN dan APBD. 
b. LPH 
Pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan LPH dengan kriteria 
persyaratan yang tercantum dalam peraturan pemerintah. Sehingga jumlah 
LPH menjadi lebih banyak. Alur proses sertifikasi halal yang panjang dan 
melibatkan banyak pihak, membutuhkan waktu lama dan menyulitkan pelaku 
usaha karena LPH baru akan ditetapkan oleh BPJPH untuk melakukan 






5.2 Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 
Pemerintah Indonesia telah merespon positif pentingnya sertifikasi halal 
melalui beberapa regulasi. Adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
mewajibkan semua hasil produksi tersertifikasi halal tidak terkecuali pelaku usaha 
mikro dan kecil. Menurut penelitian Muhammad (2020), usaha mikro, kecil dan 
menengah memiliki tantangan dan peluang dalam penerapan Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019. 
Tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah adalah: 
a. Menuntut pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produknya; 
b. Melengkapi dokumen persayaratan sertifikasi halal; 
c. Memenuhi kriteria persyaratan sistem jaminan halal; 
d. Mengalami kekurangan biaya; 
e. Sertifikasi halal masih diproses manual, belum secara online; 
f. Masalah internal seperti rendahnya SDM berdampak pada kurangnya 
kesadaran dan motivasi terhadap kebijakan yang berlaku; dan 
g. Paradigmanya adalah sertifikasi halal hanya untuk perusahaan besar (omset 
besar). 
Peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah adalah: 
a. Memberikan kenyamanan dalam menjalankan usaha; 
b. Mampu bersaing dengan produk yang diproduksi oleh perusahaan besar; 
c. Memiliki potensi pasar yang besar; dan pelatihan dan fasilitas sertifikasi halal 
sebagai bentuk penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah; 
d. Apabila pelaku usaha telah menggunakan bahan-bahan halal, maka salah satu 
kriteria persyaratan telah terpenuhi. 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memuat tentang perubahan pasal 
Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014. Perubahan pasal tersebut diantaranya 
memuat ketentuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ketentuan 
tersebut terdiri dari pelaksanaan sertifikasi halal, penyelia halal dan biaya 
sertifikasi halal. Pelaksanaan ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan 
Produk Halal. Ketentuan hukum pelaksanaan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan 






Tabel 5.3. Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Jaminan Produk Halal 
Diantara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan 1 
(satu) pasal, yakni pasal 4 yang bebunyi 
sebagai berikut: 
Pasal 4A 
(1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, 
kewajiban bersertifikasi halal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
didasarkan atas pernyataan pelaku 
usaha mikro dan kecil. 
(2) Pernyataan pelaku usaha mikro dan 
kecil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdasarkan standar 
halal yang diterapkan oleh BPJPH. 
Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro 
dan kecil 
Pasal 79 
(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi 
pelaku Usaha mikro dan kecil 
didasarkan atas pernyataan pelaku 
Usaha mikro dan kecil. 
(2) Pelaku Usaha mikro dan kecil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan usaha produktif yang 
memiliki kekayaan bersih atau memiliki 
hasil penjualan tahunan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan kriteria: 
a. Produk tidak berisiko atau 
menggunakan Bahan yang sudah 
dipastikan kehalalannya; dan 
b. proses produksi yang dipastikan 
kehalalannya dan sederhana.  
(3) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan 
kecil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdasarkan standar 
halal yang ditetapkan oleh BPJPH. 
(4) Standar halal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas: 
a. adanya pernyataan pelaku Usaha 
yang berupa akad/ikrar yang berisi: 
i.kehalalan produk dan Bahan yang 
digunakan; dan 
ii. PPH. 
b. adanya pendampingan PPH. 
(5) Pernyataan Pelaku Usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a disampaikan kepada BPJPH 
untuk diteruskan kepada MUI. 
(6) Setelah menerima dokumen dari 
BPJPH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), MUI menyelenggarakan 
sidang fatwa halal untuk menetapkan 
kehalalan Produk. 
(7) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal 
berdasarkan fatwa halal tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 
(8) Kriteria Pelaku Usaha mikro dan kecil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam peraturan BPJPH. 
Berdasarkan Tabel 5.3, pasal 4A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 
menyatakan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil melaksanakan kewajiban 




yang didasarkan pada standar halal BPJPH. Pelaksanaan ketentuan tersebut 
dijelaskan pada Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Pelaku 
usaha mikro dan kecil dengan kriteria tersebut dapat lebih mudah mengajukan 
sertifikasi halal karena tidak perlu mengumpulkan dokumen persyaratan sehingga 
prosesnya menjadi lebih cepat. Namun, implementasi jaminan produk halalnya 
masih perlu dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan karena tidak ada 
dokumen sebagai bukti penerapan sistem jaminan halal. 
Tabel 5.4. Ketentuan Mengenai Penyelia Halal 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Jaminan Produk Halal 
Pasal 28 ayat (4) 
Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan 
oleh pelaku usaha mikro dan kecil, 
penyelia halal dapat berasal dari 
organisasi kemasyarakatan 
Penetapan Penyelia Halal Oleh Pelaku 
Usaha 
Pasal 57 ayat (2) 
Penetapan penyelia halal bagi pelaku 
usaha mikro dan kecil didasarkan atas 
sertifikat pelatihan penyelia halal 
Fasilitasi Penyelia Halal Bagi Pelaku 
Usaha Mikro dan Kecil 
Pasal 58 
(1) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan 
oleh pelaku Usaha mikro dan kecil, 
penyelia Halal dapat berasal dari 
organisasi kemasyarakatan. 
(2) Selain berasal dari organisasi 
kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), penyelia Halal 
dapat berasal dari pelaku Usaha yang 
bersangkutan, instansi pemerintah, 
badan usaha, atau perguruan tinggi. 
(3) Selain penyediaan penyelia Halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
organisasi kemasyarakatan, instansi 
pemerintah, badan usaha, atau 
perguruan tinggi dapat memberikan 
fasilitas berupa keikutsertaan dalam 
pelatihan dan/atau sertifikasi 
kompetensi penyelia Halal.  
Tabel 5.4 menunjukkan bahwa ketentuan menjadi penyelia halal pelaku 
usaha mikro dan kecil adalah memiliki sertifikat pelatihan penyelia halal. sertifikat 
pelatihan sudah menjadi bagian dari fasilitas penyelia halal pelaku usaha mikro 




adalah memiliki sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi. Hal tersebut 
bisa berdampak pada kesenjangan ilmu yang tidak merata terhadap penyelia 
halal. 
Tabel 5.5. Ketentuan Biaya Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Bidang Jaminan Produk Halal 
Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut:  
(1) Biaya sertifikasi halal dibebankan 
kepada Pelaku Usaha yang 
mengajukan permohonan sertifikat 
halal. 
(2) Dalam hal permohonan sertifikasi halal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan 
Kecil, tidak dikenai biaya. 
Pasal 81 
(1) Dalam hal permohonan sertifikat Halal 
diajukan oleh Pelaku Usaha mikro 
dan kecil sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 79, tidak dikenai biaya 
dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan negara. 
(2) Kriteria dan tata cara penetapan 
pelaku Usaha mikro dan kecil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan BPJPH. 
Pasal 86 
Dalam hal permohonan sertifikat halal 
diajukan oleh pelaku usaha mikro dan 
kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 
81 ayat (1), pembiayaan dapat dilakukan 
juga dengan: 
a. Anggaran pendapatan dan belanja 
daerah; 
b. Pembiayaan altrnatif untuk usaha 
mikro dan kecil; 
c. Pembiayaan dari dana kemitraan; 
d. Bantuan hibah pemerintah atau 
lembaga lain; 
e. Dana bergulir; atau 
f. Sumber lain yang sah dan tidak 
mengikat. 
Tabel 5.5 menunjukkan biaya sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil 
tergantung pada kemampuan keuangan negara. Apabila terjadi kesulitan ekonomi, 
ada kemungkinan pelaku usaha mikro dan kecil tidak mendapatkan pembiayaan 
sertifikasi halal dan bisa berdampak pada penundaan memperoleh sertifikat halal. 
Tetapi ada sumber pembiayaan sertifikasi halal yang lain bagi pelaku usaha kecil 
dan mikro, namun tidak ada aturan mengenai tata cara pembiayaannya. Mungkin 
bisa menjadi bahan pertimbangan jika sebaiknya di dalam pasal 86 ditambahkan 





BAB VI. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian Analisis Perkembangan Terkini Regulasi 
Sistem Jaminan Halal Pada Industri Pangan di Indonesia, dapat disimpulkan: 
a. Penyelenggara jaminan produk halal dialihkan wewenangnya kepada BPJPH 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal (UU JPH). Sertifikasi halal terhadap produk yang ada di Indonesia 
bersifat wajib. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2019 mengatur 
pelaksanaan UU JPH dimana sesuai dengan ketentuannya, pelaksanaan 
sertifikasi halal masih menjadi tanggung jawab LPPOM MUI sebagai bentuk 
adaptasi terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal. Beberapa ketentuan UU 
JPH diubah dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja menjadi lebih jelas dan terperinci. 
b. Pelaksanaan pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal, dimana yang menjadi poin 
pentingnya adalah kemudahan terhadap ketentuan pelaku usaha mikro dan 
kecil. Diantaranya adalah ketentuan mengenai self declare sertifikasi halal, 
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